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1. Latar Belakang Masalah 
          Di Indonesia, rokok adalah hal yang umum dijumpai di berbagai tempat. 
Laporan Southeast Asia Tobacco Control Atlas, Asean Region menunjukkan 
Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asean, yakni 
65,19 juta orang. Angka tersebut setara 34% dari total penduduk Indonesia. 
Sekitar 79% dari perokok membeli rokoknya di kios, warung, atau minimarket. 
Adapun 17,6% membeli rokok dari supermarket. Di Indonesia terdapat 2,5 juta 
gerai yang menjadi pengecer rokok. Angka ini belum memperhitungkan kios 
penjual rokok di pinggir-pinggir jalan. 
          Perlu adanya pengawasan ekstra ketat dalam sektor pengawasan tembakau, 
mengingat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran hasil rokok ilegal di 
lingkungan masyarakat, sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan oleh 
pemerintah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 
          Rokok adalah produk berbahaya dan adiktif. Rokok mengandung 7000 zat 
kimia, 250 diantaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Rokok adalah 
penyebab kematian terbesar yang dapat dicegah di dunia.Satu dari 10 kematian 
orang dewasa disebabkan oleh konsumsi rokok. Tiap tahun rokok penyebab 





          Kerugian yang harus ditanggung negara akibat penyakit yang 
disebabkan oleh rokok mencapai sepertiga dari produk domestik bruto 
(PDB) dan seperlima dari total anggaran pendapatan dan belanja negara 
(APBN). 
          Berdasarkan perhitungan Badan Penelitian dan Pengembangan 
(Balitbang) Kesehatan Kementerian Kesehatan, kerugian akibat orang 
produktif yang menjadi tidak produktif karena sakit akibat rokok 
mencapai sekitar Rp. 4.180,27 triliun. Hampir Rp. 4.200 triliun atau 
sepertiga dari PDB kita hilang akibat penyakit yang disebabkan oleh 
rokok, yaitu karena kematian dini dan tahun produktif yang hilang 
karena sakit. Sementara itu, kerugian ekonomi akibat tembakau 
mencapai Rp. 375 triliun atau seperlima dari total APBN Indonesia. 
Beberapa penyakit yang disebabkan oleh rokok antara lain penyakit 
jantung yang sepertiga penyebabnya dikontribusikan oleh rokok, 
penyakit stroke yang seperempat faktornya karena rokok, dan yang 
paling parah penyakit kanker paru yang 60 persennya disebabkan oleh 
rokok. Beberapa penyakit lain yang berkaitan dengan rokok seperti 
nyeri tulang belakang karena memengaruhi aliran darah, dan termasuk 
penyakit menular TBC yang juga disebabkan oleh rokok. Prevalensi 
perokok Indonesia stganan berada di angka 33,8% dari tahun ke tahun. 
Namun, prevalensi perokok pemula atau remaja yang terus meningkat 
dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018.(Siswanto 2019). 





pendapatan rumah tangga, dan mekanisme industri rokok kretek ikut 
menyumbang meningkatnya konsumsi tembakau yang signifikan di 
Indonesia sejak tahun 1970-an, sebagian besar perokok Indonesia (88 
persen) mengkonsumsi rokok kretek yaitu rokok yang terdiri dari 
tembakau yang dicampur cengkeh. Angka prevelansi perokok adalah 34% 
dimana perokok laki-laki 63%. Konsumsi per kapita penduduk dewasa 
naik sebesar 9,2% antara tahun 2001 dan 2004. Tenggang waktu lebih dari 
separuh 57 juta perokok di Indonesia akan meninggal karena penyakit 
yang disebabkan oleh rokok. 
Akibat informasi yang tidak sempurna yang dimiliki oleh 
konsumen tentang resiko kesehatan dan efek adiktif (kecanduan) 
menyebabkan terjadinya kegagalan pasar pada konsumsi tembakau. 
Sebanyak 78% dari perokok di Indonesia mulai merokok sebelum usia 19 
tahun. Nikotin bersifat sangat adiktif (mencandu), hal ini ditunjukkan oleh 
perokok usia 15 tahun, dimana 8 dari 10 diantaranya  gagal dalam 
usahanya untuk berhenti merokok, tidak seperti barang konsumsi adiktif 
lainnya yang ilegal, konsumen rokok secara terus menerus dihadapkan 
pada gencarnya iklan yang mempromosikan rokok sebagai sesuatu yang 
umum diterima di lingkungan masyarakat. Cukai rokok berperan penting 
dalam menjaga tingginya harga rokok untuk mencegah anak-anak dan 
orang dewasa yang belum merokok, yang mengakibatkan kecanduan 
seumur hidup. (Sara L Babel 2008:110)  





2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun1995 tentang cukai 
bahwa pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu 
yang mempunyai sifat karakteristik : 
a. Konsumsinya perlu dikendalikan 
b. Peredarannya perlu diawasi 
c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat 
atau lingkungan hidup. 
d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 
keseimbangan. 
          Pita cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang 
memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan 
sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan negara, 
dimana dari produksi tembakau yang banyak beredar di tengah masyarakat 
adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak 
dilekati dengan pita cukai yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok 
polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal.Rokok ilegal adalah rokok 
yang beredar di wilayah Indonesia yang kemasannya tidak dilekati dengan 
pita cukai dan dalam pembuatannya tidak memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Penerimaan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, maka penyelenggaraan  pemerintah daerah dilakukan dengan 





hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan 
sistem penyelenggaran pemerintah negara. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 168 /PMK .01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Nomor KEP-166/BC/2012 
tentang Penetapan Tipologi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B, KPPBC Tipe Madya Pabean C, 
dan KPPBC Tipe Pratama, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut maka KPPBC Tipe Madya Pabean C 
Tegal menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelaksaan intelijen, patroli, penindakan dan penyedikan di bidang 
kepabeanan dan cukai. 
b. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan 
senjata api. 
c. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. 
d. Pelaksanaan dan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang 
kepabeanan dan cukai. 
e. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea 






f. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai. 
g. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan 
kepabeanan dan cukai. 
h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja. 
i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai.  
Pada tahun 2019 lebih dari 4 juta batang rokok dimusnahkan oleh 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal. 
Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) tersebut dilakukan dengan cara 
dibakar. Barang yang dimusnahkan yaitu 4.180.352 batang rokok illegal 
berbagai merek.Kemudian, 658 botol Hasil Pengolahan Tembakau 
Lainnya (HPTL) liquit vape ilegal berbagai merk. 
Dengan perkiraan nilai barang yang dimusnahkan sebesar Rp. 
2.816.694.780,00 dan perkiraan potensi kerugian negara sebesar Rp. 
1.874.767.952,00. 
Maka dengan ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai TMP C Tegal terus meningkatkan pengawasan terhadap rokok 
ilegal dengan ketentuan yang berlaku. 
Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui lebih dalam 
mengenai permasalahan tersebut, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
penulis mengambil judul “Pengawasan Rokok Tanpa Pita Cukai di Kantor 





B. Ruang Lingkup Pembahasan 
          Ruang lingkup pembahasan dalam Laporan Akhir dengan judul 
“Pengawasan Rokok Tanpa Pita Cukai di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Daerah Pabean C Tegal” adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengawasan rokok tanpa pita cukai di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mengambat dalam pengawasan  rokok 
tanpa pita cukai di Kantor Pengawsan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
TMP C Tegal? 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1. Tujuan Penulisan 
a. Untuk mengetahui bentuk pengawasan rokok tanpa pita cukai di 
Kantor Pengawsan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam 
pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai di Kantor 
Pengawsan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal. 
2. Manfaat Penulisan 
a. Penulisan ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi 
pembaca yang belum mengetahui pengawasan rokok tanpa pita 
cukai. 







D. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan dan 
Pengawasan Bea dan Cukai TMP C Tegal. Jalan Sumbawa No. 2 
Tegal. 
2. Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dimulai dari tanggal 20 
Januari 2020 – 14 Maret 2020. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Interview 
 Untuk pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan 
pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan 
pokok pembahasan, yaitu staff bidang penindakan dan 
penyidikan. 
b. Studi Dokumen 
 Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan 
mempelajari data atau dokumen yang terkait denganpengawasan 
rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 







4. Jenis Data 
a. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui  media perantara di perpustakan dan internet. 
Data skunder yang diperoleh meliputi: gambaran umum KPPBC 
TMP C Tegal, pengertian rokok ilegal, kepabeanan, cukai,subjek 
dan objek cukai, saat terutang cukai, tarif barang kena cukai , 
pengertian penggawasan, pengertian unit intelejen, perizinan 








GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAAYAN 
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEGAL 
 
A. Sejarah Singkat Berdirinya kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal 
          Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tegal didirikan pada tanggal 1 Februari 1969 oleh Direktorat Jendral Bea dan 
Cukai ditandai dengan peletakan batu pertama. Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal saat itu masih bernama 
Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tegal.Wilayah operasi Kantor Inspeksi Bea 
dan Cukai Tegal meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten 
Pemalang, yang saat itu tegal belum menjadi kotamadya. 
          Berdasarkan keputusan menteri keuangan RI Nomor 32/KMK.01/1998 
tanggal 4 Februari 1998 tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral 
Bea dan cukai pada tanggal 4 Februari 1998 Kantor Inspeksi Bea dan Cukai 
Tegal berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Tegal. 
Kemudian akibat dari banyaknya kecurangan dan pemalsuan tentang cukai, 
pada tanggal 27 juni 2007 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C tegal 
berganti nama lagi menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe B Tegal berdasarkan peraturan Menteri Nomor 68/PMK.01/2012 tentang 





Seiring berjalannya waktu pada tanggal 6 November 2012 Kantor pengawasan 
dan Pelayan Bea dan Cukai Tipe B Tegal berganti nama menjadi Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Tegal. Dan kemudian 
pada tanggal  6 Desember 2016 Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Pratama Tegal berganti nama lagi menjadi Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal berdasarkan Peraturan 
Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Bea dan Cukai. 
          Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tegal beralamat di Jl. Sumbawa No. 2 Tegal dipimpin oleh seorang kepala 
kantor dan membawahi beberapa staf yang terdiri dari : 
1. Subbagian Umum 
2. Seksi Penindakan dan Penyidikam 
3. Seksi perbendahara 
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 
5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan 
          Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
C Tegal tidak hanya melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pelayanan saja, 
tetapi juga melaksanakan dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan tugas dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dengan lebih mengutamakan pengawasan 
dan pelayanan adminitrasi  kepada masyarakat luas, terutama bagi para wajib 





Adapun ruang lingkup wilayah kerjanya adalah: 
7 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 91 Kecamatan: 
1. Kabupaten Brebes 
2. Kota tegal 
3. Kabupaten Tegal 
4. Kabupaten Pemalang 
5. Kota Pekalongan 
6. Kabupaten Pekalongan 
7. Kabupaten Batang 
Luas Wilayah : 5.486,95 km2 (17% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah). 
Adapun para pengguna jasa yg terdaftar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai TMP C Tegal yaitu : 
Tabel 2.1 
Pengguna Jasa/Stake Holder Bea Cukai Tegal (Kawasan Berikat) 
 No. NAMA PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN LOKASI 
1 PT. Bintang Indokarya Gemilang PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Brebes 
2 PT. Daiwabo Garment Indonesia PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Pemalang 
3 PT. Kenlee Indonesia PKB merangkap PDKB Kab. Tegal 
 
4 
PT. SAS Keasindo Utama PKB merangkap PDKB 
Kota 
Pekalongan 
5 PT. Yeon Heung Mega Sari PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Brebes 




PT.  Mulia Jaya Sejahtera abadi 
Textile 
PKB merangkap PDKB 
 Kab. 
Pekalongan 
8 PT. Sengon Indah Mas PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Batang 
9 PT. Delta Dunia Tekstil PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Pemalang 





11 PT. Selim PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Brebes 
12 PT. Daehan PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Brebes 
13 PT. Philips Seafood PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Pemalang 
14 PT. Cahaya Timur PKB merangkap PDKB 
Kab. 
Pemalang 




(Sumber : Data Profil Bea Cukai Tegal) 
           Dari tabel 2.1 merupakan contoh perusahaan-perusahaan dalam kawasan 
berikat, sebanyak 15 perusahaan yang di bawah pelayanan KPPBC TMP C Tegal 
dengan jenis kegiatan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) yang merangkap 
Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB). 
Tabel 2.2 
Pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal (Kawasan Pabean dan 
Penimbunan Sementara) 
 
No. Nama Perusahaan Status Lokasi 
1 






PT. Bhimasena Power 
Indonesia 
TPS Kab. Batang 
 
(Sumber : Data Profil  Bea Cukai Tegal) 
      Dari  tabel 2.2 terdapat dua perusahaan  di bawah pelayanan KPPBC TMP C 
Tegal yang mana statusnya adalah Kawasan Pabean dan TPS yang mana lokasi 











Pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal 
(Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah dan 
Pengusaha Pegurusan Jasa Kepabeanan) 
 
NO. Nama Perusahaan Jenis Kegiatan Lokasi 
1 
PT. Raveena Batik 
Garmenindo 
KITE IKM Kota Pekalongan 
2 
PT. Saknyu Indonesia 
Internal 
PPJK Kota Semarang 
 
        (Sumber : Data Profil Bea Cukai Tegal) 
 
Dari tabel 2.3 terdapat satu perusahaan penghasil sarung batik yang 
terletak di kota Pekalongan di bawah pengawasan KPPBC TMP C Tegal 
dengan jenis kegiatan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan 
Menengah (KITE IKM). Fasilitas yang diberikan kepada industri kecil dan 
menengah yang melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau 
pemasangan bahan baku asal impor dengan tujuan untuk diekspor, berupa 
Pembebasan BM dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM terutang tidak dipungut. 
Dan terdapat satu perusahaan yang terletak  di kota Semarang yang jenis 
kegiatannya adalah  PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk 
usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean atas 
















Pengguna Jasa / Stake Holder Bea Cukai Tegal 
(Pengusaha Barang Kena Cukai) 
 
No. JENIS KEGIATAN NAMA NPPBKC LOKASI 
1 
Pengusaha Pabrik Hasil 
Tembakau 
PT. HM Sampoerna Tbk. 0610.1.3.0234 Kab. Tegal 
PT. HM Sampoerna 0610.1.3.0234 
Kab. 
Batang 
PT. HM Sampoerna Tbk. 0610.1.3.0234 
Kota 
Pekalongan 
PT. Gudang Garam 0610.1.3.5007 
Kab. 
Brebes 
2 Tempat Penympanan EA CV. Budiarta 0610.3.1.1002 Kab. Tegal 
3 
Tempat Penjualan Eceran 
EA 
CV. Budiarta 0610.4.1.1001 Kab. Tegal 










PT. Perintis Karya Sentosa 0610.5.2.1004 Kab. Tegal 
CV. Sumber Pelita Mataram 0610.5.2.1001 Kab. Tegal 
CV.Sinar Perkasa 0610.5.2.1007 Kab. Tegal 
PT. Ayo Maju Bersama 0610.5.2.1012 Kota Tegal 
CV. Tiga Srikandi 0610.5.2.1009 Kota Tegal 
Toko Arman 0610.5.2.1008 Kota Tegal 
Lo Sam Tjong 0610.5.2.1006 Kota Tegal 
Toko Kombinasi 0610.5.2.1010 Kab. Tegal 
Toko CEMPAKA 0610.5.2.1011 Kab. Tegal 
Toko Depot Es Batu 0610.5.2.1001 
Kab. 
Pemalang 
Toko Surti 0610.5.2.1013 
Kab. 
Pemalang 















(Sumber  : Data Profil Bea Cukai Tegal) 
 





diantaranya ada Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, Tempat Penyimpanan Etil 
Alkohol, Tempat Penjual Eceran Etil Alkohol, Distributor Minuman Mengandung 
Etil Alkohol dan Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol 
yang lokasinya terdapat dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, 
Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten 
Batang. 
B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal 
          Berdasarkan Peraturan Menteri nomor188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai di uraikan dibawah ini. 
1. Kedudukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
          Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya dalam 
Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Bea dan Cukai  disebut Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan merupakan Instansi Vertikal yang betada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.  Seorang Kepala 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
2. Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
        Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas  pengawasan dan 
pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor 






3. Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
a. pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai; 
b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan 
cukai;  
c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan 
pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai;  
d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang 
kepabeanan dan cukai;  
e. penenmaan, peny1mpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen 
kepabeanan dan cukai; 
f. pelaksanaan pengolahan data, penyaJian informasi dan laporan 
kepabeanan dan cukai;  
g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan 
senjata api;  
h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; 
i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
4. Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai TMP C 
          Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpman satuan organisasi instansi 
vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai harus menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing - masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat 





Direktorat Jenderal Bea clan Cukai sesuai dengan tugas masing - masing . 
          Setiap pimpinan satuan organisasi harus melaksanakan pengawasan 
melekat/ mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing - masing dan 
apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah - langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan . 
Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya 
masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahan . 
          Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
         Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib 
pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja . 
Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari 
bawahan harus diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 





menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor 
Pelayanan Utama. Para Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan. 
Kepala Subbagian Umum menampung serta menyusun laporan berkala Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan. 
C. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
TMP C Tegal 
Untuk memudahkan dalam pelayanan kerja memerlukan struktur 
organisasi.Hal ini agar pimpinan tidak melaksanakan semua tugas sendiri, 
karna bagaimanapun pimpinan hanyalah orang biasa yg juga mempunyai 
kemampuan terbatas. 
Struktur organisasi dalam Direktorat Bea dan Cukai telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016. Dalam melaksanakan 
tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tegal 
meliputi bagian : 
1. Subbagian Umum 
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
3. Seksi Perbendaharaan 
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 
5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan ; dan 















D. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Seksi pada Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan TMP C Tegal 
        Berdasarlan Peraturan Menteri Nomor 188/PMK.01/2016 tugas fungsi 
masing-masing bagian yang ada dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai TMP C Tegal antara lain : 
1. Kepala Kantor 
2. Subbagian Umum 
        Subbagian Umum  mempunyai tugas urusan tata usaha, administrasi 
kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan 
pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan 
Cukai, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas 
jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan 
dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean C yang bersangkutan. 
Dalam melaksanakan tugasnya Sub bagian Umum menyelenggarakan fungsi 
: 
a. Pelaksanaan urusan tata usaha serta administrasi kepegawaian dan 
pengembangan kepegawaian. 
b. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan 
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain 






c. Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta 
rumah tangga dan perlengkapan . 
Subbagian Umum terdiri atas : 
3. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian. 
Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
urusan tata usaha , administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, 
serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan 
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan jabatan fungsional lain sesuai 
dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan. 
4. Urusan Keuangan ; 
Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan 
dan anggaran. 
5. Urusan Rumah Tangga . 
Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah 
tangga , per lengkapan , dan kesejahteraan pegawai 
6. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas 
melaksanakan intelije, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan 
cukai, melaksanakan penyidikan  tindak pidana di bidang kepabeanan 
dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana 





Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Penindakan dan Penyidikan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan 
hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai ;  
b. Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai 
c. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan 
cukai ;  
d. Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai ; 
pemeriksaan sarana pengangkut ;  
e. Pemeriksaan sarana pengangkut 
f. Pengawasan pembongkaran barang ;  
g. Penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda 
administrasi terhadap kekurangan / kele bihan bongkar, serta denda 
administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang – 
undangan; 
h. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang 
bukti ;  
i. Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundangundangan 
kepabeanan dan cukai ; 
j. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang 





k. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, 
dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C . 
Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas : 
a. Subseksi Intelijen ;  
          Subseksi Intelijen mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, 
penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, melakukan 
analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan 
pembongkaran dan  penimbunan barang , dan laporan  pengawasan lain 
serta melakukan pengelolaan pangkalan data intelijen 
b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi  
          Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi tugas melakukan pelayanan 
pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan 
penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang 
kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, dan 
melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana 
komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C . 
c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 
          Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas 





penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda 
administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda 
administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan perundang - 
undangan, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan 
penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan 
melakukan pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang - 
undangan, serta melakukan penatausahaan dan pengurusan barang hasil 
penindakan dan barang bukti. 
7. Seksi Perbendaharaan 
Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan 
dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan 
negara yang sesuai peraturan perundang - undangan dipungut oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan melakukan pelayanan 
kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan 
barang . 
        Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perbendaharaan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengadministrasian penenmaan bea masuk, bea keluar, cukai , denda 
administrasi , bunga , sewa tempat penimbunan pabean , dan pungutan 
negara yang sesuai peraturan perundang - undangan dipungut oleh 





b. Pengadministrasian Jamman serta pemrosesan penyelesaian Jamman 
penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa 
Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta 
jaminan lain sesuai peraturan perundangundangan ; 
c. penenmaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan 
pengembalian pita cukai ; 
d. Penagihan dan pegadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, 
cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, 
pungutan negara yang sesuai peraturan perundang - undangan dipungut 
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengadministrasian dan 
penyelesaian premi ; 
e. Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan 
pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, 
sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai 
peraturan perundang - undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai yang telah jatuh tempo ; 
f. Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta 
administrasi pelelangan ; 
g. Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan 
bermotor ; 
h. Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, 
dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang - undangan 





i. Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut 
dan jadwal kedatangan sarana pengangkut ; 
j. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian 
manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta 
pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang ; 
k. Penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan 
dokumen sarana pengangkut . 
Seksi Perbendaharaan terdiri atas : 
a. Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan 
Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan mempunyai 
tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan 
pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal 
kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes 
kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, melakukan 
pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan 
penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang, 
melakukan penghitungan keterlambatan denda administrasi penyerahan 
dokumen terhadap sarana pengangkut, melakukan pengadministrasian 
penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, 
sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai 
peraturan perundang - undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai, melakukan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan 





penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, dan 
menyajikan laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, 
dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundangundangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta memberikan 
pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan 
pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan 
Jamman penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa 
Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta 
jaminan lain sesuai peraturan peundangundangan 
b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian. 
          Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai 
tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea 
keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan 
Pabean dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-
undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan 
penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan 
dan pengadministrasian proses pelelangan, dan melakukan 
pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta melakukan 
pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda 
administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean, pita cukai, dan 
pungutan negara yang sesuai peraturan perundang -undangan dipungut 






8. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Tenis 
mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta 
dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan 
pengoperasian komputer dan sarana penunjang, melakukan pengelolaan 
dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan 
teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data 
kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan 
dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan 
data kepabeanan dan cukai . 
        Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 
dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi : 
a. Pelayanan fasilitas dan kepabeanan dan cukai. 
b. Penelitian pemberitahuan dokumen cukai ; penerimaan di bidang ekspor 
c. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan 
pengoperasian sarana deteksi. 
d. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea 
keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran 
penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor 
dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang - undangan 





e. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai 
pabean ; 
f. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan 
pabean ; 
g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 
Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean. 
h. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan 
barang ekspor ke sarana pengangkut ; 
i. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai ; 
j. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai ; 
k. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen 
yang berhubungan dengan barang kena cukai ; 
l. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi , harga dan kadar 
barang kena cukai ; 
m. Pengelolaan tempat penimbunan pabean ; 
n. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di 
Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean ; 
o. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
negara ; 
p. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, 





q. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
negara dan atau busuk ; 
r. Pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan 
penyimpanan data dan berkas (file) ; 
s. Pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data 
elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data 
kepabeanan dan cukai 
t. Melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai . 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai .dan Dukungan Teknis terdiri atas : 
a. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai ; 
          Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan 
penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut 
dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penenmaan, pendistribusian, 
penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan 
sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang 
serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan 
pengangkut, penyerahan dokumen sarana melakukan pelayanan fasilitas 
dan perijinan di bidang kepabeanan, melakukan penelitian 
pemberitahuan 1mpor dan ekspor, melakukan pemeriksaan dan 
pencacahan barang, melakukan pemeriksaan badan dan pengoperasian 





tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta 
penelitian kebenaran penghitungan bea masuk , bea keluar, cukai, dan 
pajak dalam rangka impor serta pungutan negara yang sesuai peraturan 
perundang - undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai, melakukan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif 
bea keluar dan nilai pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan 
pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, melakukan 
pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat 
Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, melakukan 
pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan 
barang ekspor ke sarana pengangkut, melakukan pengelolaan Tempat 
Penimbunan Pabean, melakukan penatausahaan penimbunan, 
pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan 
Tempat Penimbunan Pabean, melakukan urusan penyelesaian barang 
yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan 
barang yang menjadi milik negara, melakukan penyiapan proses 
pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang 
dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, melakukan 
pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang 
dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, 
memberikan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, melakukan 
penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan 





cukai dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang - undangan 
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,melakukan 
pembukuan dokumen cukai, melakukan pemusnahan dan penukaran 
pita cukai, dan melakukan pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, 
buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, 
serta melakukan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan 
kadar barang kena cukai, serta melakukan penerimaan, penelitian 
kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. 
b. Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen . 
          Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen melakukan 
tugas pengoperasian komputer dan sarana penunjang, melakukan 
pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan 
pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data 
elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai , menyajikan data 
kepabeanan dan cukai, serta melakukan penerimaan, penelitian 
kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. 
9. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan ; 
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas 
melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian 
intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, 
investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan 





pengawasan, melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses 
bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di 
lingkungan kantor pengawasan dan memberikan pelayanan serta 
bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang 
kepabeanan dan cukai . 
        Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kepatuhan Internal dan 
Penyuluhan menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan 
cukai ; 
b. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi ; 
c. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di 
bidang kepabeanan dan cukai 
d. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, 
pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, dan upaya 
pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik 
dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C ; 
e. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan 
rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C ; 
f. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di 
lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 





g. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundangundangan di bidang 
kepabeanan dan cukai ; 
h. Pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai ; 
i. Bimbingan kepatuhan pengguna Jasa di bidang kepabeanan dan cukai 
j. Konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai. 
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan terdiri atas : 
a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas ; dan 
b. Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi . 
Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas melakukan 
pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, 
pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi 
internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap 
kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, melakukan 
penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan 
kepabeanan, cukai, dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, 
penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan 
pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat 
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta melakukan 
penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
        Sedangkan Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai 
tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan 
di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi, 






10. Kelompok Jabatan Fungsional 
          Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing berdasarkan undangan 
.ketentuan peraturan perundang.Kelompok jabatan fungsional terdiri atas 
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 
sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.Masing - masing 
kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga 
fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi. Jumlah tenaga 
fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Jenis 
dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan 






TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
 
A. Tinjauan Teori 
1. Pengertian Pengawasan 
          Dalam kamus bahasa Indonesia iastilah “Pengawasan berasal dari 
kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik dalam arti melihat 
sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali 
memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa 
yang diawasi”. Sujianto (1986:24) 
          Menurut Anwar (2004:127), pengawasan atau kontrol terhadap 
tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang 
telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari 
penyimpangan-penyimpangan. 
          Pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja 
dan    pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil 
yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah diciptakan tersebut. 
Controlling is the process of measuring performance and taking action 
to ensure desired result.  Pengawasan adalah proses untuk memastikan 
bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan. The process of ensuring that activities conform the 





          Menurut Prayudi (1981:80) “Pengawasan adalah suatu proses untuk 
menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dillaksanakan atau 
diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau 
diperhatikan. 
           Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan 
kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik 
informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah 
ditentukan, untuk menentukan apakah telah terjadi suatu penyimpangan 
tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk 
menjamin bahwa semua sumber daya permasalahan atau pemerintah telah 
digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan 
perusahaan atau pemerintah.  
          Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-
53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan, “Pengawasan adalah 
keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang cukai kepabeanan dan cukai 
yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penangaan perkara, intelijen 
dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Narkotika, dan 
pengelolaan sarana operasi. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan 
suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang 
diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.  
          Pengawasan merupakan sebuah proses didalam menetapkan ukuran 





pencapaian hasil yang diharapkan  agar  sesuai  dengan  kinerja  yang  
sudah  ditetapkan.  Atau  juga  dapat diartikan sebuah proses agar dapat 
memastikan bahwa segala aktivitas yang 7t'"erlaksana sesuai seperti apa 
yang sudah direncanakan. 
          Menurut Siagian pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan 
pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin seluruh 
pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah 
ditentukan sebelumnya. Didalam definisi yang diberikan Siagian memiliki 
ciri yang penting yaitu bahwa sebuah definisi pengawasan bisa diterapkan 
hanya bagi pengawasan pada pekerjaan-pekerjaan yang tengah berjalan, 
tidak bisa diterapkan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. 
(Siagian, 1982:135) 
          Pengertian pengawasan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan 
bahwa Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang 
cukai kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, 
penangaan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan 
Prekusor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi. 
2. Cukai 
a. Pengertian Cukai 
          Istilah cukai dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai 
arti pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang 





konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, 
pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat 
atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan 
pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 
menyebutkan bahwa Cukai merupakan pajak Negara yang 
dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan 
pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai, 
sehingga dapat dikatakan bahwa Cukai termasuk pajak tidak 
langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan 
kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen.Cara 
membedakan pita cukai asli dan pita cukai palsu yaitu dapat dilihat 
dengan mata telanjang dari kertas cukainya, ada tanda serat atau 
tidak, dengan menggunakan kaca pembesar, serat terlihat lebih jelas, 
apabila disorot memakai lampu sinar ultraviolet (UV) maka akan 
terlihat tebaran serat berbentuk batang pendek berwarna oranye, 
jingga, dan biru, berarti dapat dikatan cukai tersebut asli.  
b. Pengertian Bea Cukai 
        Istilah dan pengertian bea cukai tertuang pada Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 kepabeanan tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1995. Pengertian Bea adalah pungutan 





diekspor, sedangkan untuk pengertian Cukai adalah pungutan negara 
yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai 
sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam udang-udang, tidak 
hanya itu, yang memberikan pengawasan dan yang mengurus 
mengenai bea cukai atau yang biasa disebut dengan Kepabeanan. 
Pengertian kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan 
dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar 
daerah pabean dan pemungutan bea masuk. 
c. Pengertian Pita Cukai 
          Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan 
cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa 
kepingan kertas dengan ukurandan desain tertentu yang 
ditetapkan.Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik 
yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai 
yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor dan 
Cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai 
merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan 
hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini 
berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut 
dapat dikeluarkan dari pabrik. Hasil tembakau dianggap telah 
dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita 
cukai sesuai ketentuan yang berlaku, untuk hasil tembakau yang 





hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik. 
(https://www.peruri.co.id/valuable-documents/51/pita-cukai) 
d. Pengertian Cukai Hasil Tembakau dan Tarif Cukai Hasil 
Tembakau 
          Cukai Hasil Tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan 
terhadap beberapa produk hasil tembakau. Hasil tembakau terdiri 
dari: Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, Hasil 
PengolahanTembakau Lainnya. Macam-macam Sigaret seperti: 
Sigaret Kretek mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin, Sigaret Kretek 
Tangan/SKT, Sigaret Kretek Tangan Filter, sigaret Putih Tangan, 
Sigaret Putih Tangan Filter,6dalam penulisan ini yang difokuskan 
adalah mengenai objek cukai hasil tembakau. Cukai hasil tembakau 
sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Cukai 
tembakau pada masa ini diatur dengan yang disebut StaatsbladNo. 
517 Tahun 1932, Staatsblad No.560 Tahun 1932, dan terakhir 
dengan Staatsblad.No.234 Tahun 1949 tentang ”Tabaksaccijns-
Ordonnantie” dan keseluruhannya ditulis dalam bahasa Belanda. 
Kebijakan cukai yang menarik saat itu yakni melarang pemasukan 
hasil tembakau buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam daerah 
pabean Indonesia dalam upaya mengamankan dan meningkatkan 
produksi hasil-hasil tembakau dalam negeri kecuali untuk para 
anggota perwakilan negara asing untuk dipakai sendiri dan untuk hal 





hasil tembakau buatan luar negeri diperbolehkan masuk asalkan 
membayar cukai serta pajak lainnya dan ini berlangsung hingga 
sekarang. Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang 
No. 39 tahun 2007 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan 
Direktorat Jendral Bea Cukai, selaku instansi pemerintah yang 
melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai 
tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara. Dibawah pengawasan 
Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia, dalam rangka 
pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, 
kepentingan penerimaan Negara, memudahkan pemungutan dan 
pengawasan barang kena cukai diterapkan sistem tarif cukai spesifik 
dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan 
batang atau gram hasil tembakau, dan pada tanggal 21 September 
2012 Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia telah menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil 
tembakau danpenyesuaian harga jual eceran ( HJE ) sebagai salah 
satu upaya pencapaian target penerimaan pajak.Tarif cukai rokok 
digolongkan berdasarkan produksi tahunan dan jenis rokok yang 
diproduksi. Terdapat tiga macam jenis rokok di Indonesia, yaitu 
Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok kretek yang menggunakan 
filter, Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau rokok kretek tanpa filter, 
dan Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok putih, sedangkan 





rokok, yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu: 
1) Golongan I atau produsen berskala besar adalah produsen yang 
memiliki produksi tahunan lebih dari dua miliar batang per 
tahun.  
2) Golongan II atau produsen skala medium adalah untuk produsen 
yang memiliki produksi tahunan 500 juta batang hingga dua 
miliar batang per tahun.  
3) Golongan III atau produsen berskala kecil adalah produsen yang 
memproduksi kurang dari 500 juta batang per tahun.  
         Faktor yang mempengaruhi makin maraknya rokok ilegal yang 
salah satunya rokok tanpa dilekati pita cukai adalah kenaikan tarif 
cukai. Tarif cukai rokok sendiri dari tahun 2012 sampai 2014 
mengalami kenaikan sebesar 8% tiap tahunnya. Kenaikan tarif cukai 
tersebut mengakibatkan kenaikan harga rokok semakin tidak 
kompetitif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat 
untuk membeli rokok yang legal akibat harganya yang melambung 
tinggi akibat kenaikan tarif cukai, sementara tingkat ketergantungan 
masyarakat atas barang tersebut sudah sedemikian tinggi.Kenaikan 
tarif cukai ini memimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha 
barang kena cukai atau produsen barang kena cukai, oleh sebab itu 
banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai 
yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi 





tarif cukai yang ada agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para 
pengusaha barang kena cukai. (peraturan menteri keuangan RI 
Nomor 179/PMK.011/2012) 
e. Ciri-ciri Pita Cukai 
          Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan penting 
bagi Negara, namun saat ini marak sekali terjadi penyelewengan 
terhadap cukai rokok sehingga negara banyak dirugikan karenanya 
hingga miliaran rupiah. Selama limatahun terakhir ini, banyak 
beredardan menggejala di pasaran produk-produk rokok yang 
dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok yangtidak dilekati 
pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokokpolos. Produk 
hasil tembakau berupa rokok yang beredar di pasaran yang dilekati 
pita cukai palsu atau yang sama sekali tidak dilekati pita cukai, tidak 
membayar atau melunasi cukai kepada negara, untuk kasus di bidang 
cukai, biasanya modus operasi digunakan pelaku ada dua aspek yaitu 
aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa 
izin(tanpa NPPBKC). Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai 
dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita 
cukai yang diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau 
dilekati pita cukai yang tidak sesuaiperuntukannya).Cukai dikenakan 
terhadap barang tertentu secara selektif. Tujuan pengenaan cukai 
adalahuntuk setiap jenis barang berbeda-beda sedangkan bagi 





berbeda-beda antara satu obyek dengan obyek yang lainnya, 
sedangkan pajak umumnya memiliki satu tarif untuk seluruh obyek 
cukai. Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang 
bertanggung jawab ataspungutan cukai, dalam undang-undang cukai 
subjek yang dimaksud adalah: 
1) Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai  
2) Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol  
3) Importir Barang Kena Cukai  
4) Penyalur Etil Alkohol  
5) Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol  
Sedangkan yang dimaksud objek cukai adalah 
1) Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang 
digunakan dan proses pembuatannya. 
2) Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar 
berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan 
dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat mengandung etil 
alkohol  
3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, 
tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan 
tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau 
bahan pembantu dalam pembuatannya.  





terdapat pada pitacukai hasil tembakau adalah kertas, hologram, dan 
cetakan. Pada masing-masing unsur tersebut ditanamkankelengkapan 
pengaman “Securityfeature‟, agar pita cukai sulit dipalsukan. Padapita 
cukai tercetak besarnyatarifcukai dan harga jual eceran sebagai harga 
dasarpengenaan cukai, selain besar tarif dan harga jual eceran, 
padatahun anggaran. Sesuai Peraturan Menteri Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai nomor P24/BC/2004 tentang Desain dan Warna Pita Cukai 
Hasil Tembakau,warna pita cukai hasil tembakau adalah : 
1) Warna biru dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan 
untukhasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, TIS yang diproduksi 
oleh pengusahapabrik golongan I; 
2) Warna coklat dominan dikombinasikan dengan warna hijau, 
digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, TIS yang 
diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II; 
3) Warna hijau dominan dikombinasikan dengan warna coklat, 
digunakan untuk hasil tembakau jenis; 
a) SKM dan SPM yang diproduksi oleh pengusaha pabrik 
golongan III; dan 
b) SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan 
III/A; dan 






4) Warna jingga dominan dikombinasikandengan warna hijau, 
digunakan untukhasil tembakau jenis; 
a) SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan 
III/B; dan 
b) KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh penguasaha pabrik 
golongan i. 
5) Warna merah dominan dikombinasikan dengan warna coklat, 
digunakan untuk hasil tembakau jenis cerutu danhasil pengolahan 
tembakau lainnya,ungu dominan dikombinasikan dengan warna 
coklat, digunakan untukhasil tembakau buatan luar negeri. 
     Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sesuai Pasal 7 
ayat (4) Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, pita cukai 
disediakan oleh Menteri Keuangan, arti kata “disediakan” dalam Pasal 7 
ayat (4), adalah suatu norma yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan 
mempunyai kewajiban untuk menyediakan pita cukai di Kantor 
BeaCukai, pengusaha pabrik dapat mengambil pita cukai yang 
dibutuhkan untuk pelunasan cukai, di kantor Bea dan Cukai. Penyediaan 
pita cukai hasil tembakau berbeda dengan penyediaan materai, pada 
materai, wajib bayar meterai memperoleh materai dengan membeli dari 
pasar secara bebas, sedangkan pita cukai hanya dapat diperoleh di 
Kantor Bea dan Cukai. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai nomor P-22/BC/2005 tentang Penyediaan dan Tata Cara 





dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-
04/BC/2006, tata cara untuk memperoleh pita cukai adalah sebagai 
berikut: 
1) Pengusaha pabrik mengajukan permohonan penyediaan pita cukai 
(P3C) untuk rencana pemakaian/kebutuhan selama tiga bulan ke 
depan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. 
2) Berdasarkan permohonan tersebut, Di Rektorat Jenderal Bea dan 
Cukai melakukan proses penyediaan pita cukai dengan membuat 
order pencetakan. 
3) Setelah pita cukai tersedia, pengusaha pabrik mengajukan 
permohonan pemesanan pita cukai dengan mempergunakan 
formulir pemesanan pita cukai, sesuai dengan jenis dan merek 
rokok yang akan ditempel pita cukai. 
4) Petugas Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penomoran CK-1 
5) Setelah CK-1 diteliti dan dinomori oleh petugas Bea dan Cukai, 
pengusaha pabrik melakukan pembayaran cukai dan PPN hasil 
tembakau ke BANK 
6) Bukti Pembayaran dan CK-1 diserahkan ke petugas Bea dan Cukai 
untuk mendapatkan pita cukai. 
7) Petugas Bea dan Cukai menyerahkan pita cukai ke pengusaha 
pabrik. 
f. Usaha Pabrik Rokok 





mempunyai beberapa kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, sebagai contoh yang diatur 
dalam Pasal 16 yaitu Pengusaha Pabrik wajib mencatat dan 
membukukan barang kena cukai yang dibuat di pabrik, dimasukkan 
ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik, di samping itu pengusaha 
juga diwajibkan memberitahukan secara berkala kepada Kepala 
Kantor tentang barang kena cukai yangselesai dibuat. Kewajiban 
melaksanakan pembukuan dan pencatatan oleh pengusaha adalah 
yang sesuai dengan prinsip dan kaidah akuntansi yang berlaku 
umum dan dilaporkan berdasarkan standar akuntansi keuangan 
Indonesia, di samping itu pemasukan dan pengeluaran barang kena 
cukai ke dalam dan ke luar pabrik wajib diberitahukan oleh 
pengusaha kepada Kepala Kantor dan wajib dilindungi dengan 
dokumen cukai, pada saat dilakukan pencacahan barang kena cukai 
di pabrik oleh Pejabat Bea dan Cukai, pengusaha pabrik 
berkewajiban menunjukkan semua barang kena cukai yang ada di 
dalam pabrik, serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk 
keperluan pencacahan. Pengusaha pabrik rokok bertanggung jawab 
terhadap pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai yang 
diproduksinya dengan cara melekati produk rokok yang 
dihasilkannya dengan pita cukai sesuai dengan ketentuan perundang-





1) Cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar 
Barang Kena Cukai yang ditetapkan 
2) Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak atau bukan 
bekas pakai 
3) Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya 
yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya 
dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. 
(UU. No. 11/1995, Op. Cit Pasal 4 Ayat 1) 
g. Sifat dan Karakteristik Barang Kena Cukai 
Pengenaan cukai di Indonesia berdasarkan undang-undang 
cukai dibedakan menjadi tiga jenis yaitu penerimaan cukai yang 
berasal dari hasil tembakau, cukai minuman mengandung etil 
alkohol dan cukai etil alkohol. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 
tentang cukai mengenakan cukai terhadap 3 (tiga) jenis Barang Kena 
Cukai (BKC). Semua jenis BKC tersebut dikenakan pungutan cukai 
karena sifatnya yang merusak kesehatan masyarakat, sehingga 
peredaranya perlu diawasi dan dikendalikan. Tujuan pengenaan 
cukai pada jenis BKP tersebut selain untuk mengawasi peredarannya 
yaitu untuk menambah penerimaan dalam negeri yangberasal dari 
pajak atas cukai. Menurut UU.No.39/2007 cukai dikenakan terhadap 
barang-barang yang mempunyai sifat/karakteristik: 
1) Konsumsi perlu dikendalikan 





3) Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi 
masyarakat ataupun dalam lingkungan hidup. 
4) Penggunannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi 
terciptanya keadilan dan keseimbangan (terhadap barang yang 
dicirikan sebagai barang mewah atau yang memiliki nilai tinggi) 
dikenai cukai. 
Barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik 1,2,3, atau 4 
maka barang tersebut dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) dan 
dikenai cukai berdasarkan tarif cukai paling tinggi. Rokok memenuhi 
sifat/karakteristik angka 1,2,3 maka rokok termasuk Barang Kena Cukai 
(BKC) yang dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya; 
melalui instrumen tarif. Cukai dapat juga dikenakan dalam  rangka keadilan 
dan keseimbangan; misal cukai terhadap barang-barang yang dikonsumsi 
oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Cukai yang dikenakan 
terhadap BKC seperti: 
1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 
digunakan dan proses pembuatannya 
2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, 
dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses 
pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. 
3) Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau 





mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan 
pembantu dalam pembuatannya. 
Diterapkannya cukai berdasarkan tarif paling tinggi terhadap 
produk hasil tembakau, diharapkan konsumsi terhadap rokok berkurang. 
Tarif cukai dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam 
rupiah untuk setiap satuan Barang Kena Cukai (BKC). Perubahan tarif 
cukai tersebut dapat berupa perubahan dari persentase harga dasar 
(advalorum) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan BKC 
(spesifik) atau sebaliknya, demikian pula dapat berupa gabungan dari 
kedua sistem tersebut. 
3. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
          Kewenangan Direktorat Jendral Bea Cukai adalah menjalankan 
peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau 
instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, 
Departemen Pertanian, Departemen kesehatan, Badan Pengawas Obat dan 
Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainya.Semua 
peraturan ini menjadi kewajiban bagi Direktorat Jendral Bea Cukai untuk 
melaksanakannya karena Direktorat Jendral Bea Cukai adalah instansi 
yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari 
pelaksanaan peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya 
efisiensi dan efektivitas dalam  pengawasan dan pelayanan, karena tidak 
mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan 





utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindariyang harus 
dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas. 
4. Pengertian, Bentuk, Faktor dalam Pengawasan Terhadap Peredaran 
Rokok Tanpa Pita Cukai 
          Pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai harus dilakukan 
secara tegas oleh dinas instansi terkait. Petugas yang berwenang harus 
melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal, baik dalam produksi, 
maupun dalam peredaranya. Adapun bentuk pengendalian secara umum 
terhadap peredaran rokok ilegal, dapat dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
a. Pengawasan produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau 
ilegal, 
b. Pengawasan peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau 
ilegal. 
c. Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, salah satunya dapat 
dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainya 
kerjasama tersebut dilakukan melalui koordinasi secara terus-menerus 
dengan dinas instansi terkait, yakni: 
1) Pengawasan terhadap pabrik rokok yang dilakukan oleh kantor 
bea dan cukai 
2) Pengawasanterhadap pajak cukai 






B. Tinjauan Praktek Pengawasan Terhadap Rokok Tanpa Pita Cukai di 
KPPBC TMP C Tegal 
1. Bentuk-bentuk Pengawasan 
          Selain mengutamakan  fungsi   pelayanan, KPPBC TMP C Tegal  
juga   mempunyai  fungsi pengawasan terhadap barang kena cukai salah 
satunya adalah  rokok  ilegal yang sering dijumpai jenisnya tanpa pita cukai 
dan dampaknya dapat merugikan negara maupun masyarakat. Maka dari itu 
KPPBC TMP C Tegal berupaya dengan maksimal melakukan pengawasan 
yang dilakukan oleh Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi yang 
bertugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli 
dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan 
perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam 
pengawasan rokok tanpa pita cukai di KPPBC Tegal, terdapat dua 
bentuk pengawasan menurut Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tetang Tatalaksana Pengawasan antara 
lain : 
a. Patroli Darat 
          Patroli darat adalah salah satu bentuk pengawasan yang 
dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka  
pencegahan pelanggaran termasuk untuk mecari dan menemukan 
dugaan pelanggaran yang sasarannya adalah sarana pengangkut 






1) Persiapan Patroli Darat yang meliputi : 
a. kelengkapan    administrasi    berupa    surat    perintah dan 
administrasi patroli. 
b. sarana  patroli  berupa  kendaraan  berikut  perlengkapannya 
dalam hal diperlukan, dan personil satuan tugas patroli yaitu 
komandan dan anggota patroli. 
c. sarana operasi berupa kendaraan patroli 
2) Pengamatan Terhadap Sasaran Patroli 
          Pengamatan terhadap sasaran patroli berupa sarana 
pengangkut barang.  Jika dalam pengamatan ditemukan adanya 
dugaan pelanggaran, maka dilakukan kegiatan penindakan lebih 
lanjut. 
3) Penghentian Sarana Pengangkut 
          Penghentian terhadap sarana pengangkut dilakukan dengan 
cara memberikan isyarat berupa isyarat tangan, isyarat bunyi, 
isyarat bunyi, isyarat lampu, radio dan sebagainya yang lazim 
digunakan sebagai isyarat untuk menghentikan sarana 
pengangkut. Dilaksanakan dengan memeriksa dokumen 
pelengkap. 
4) Pemeriksaan Barang 
          Pemeriksaan barang berupa barang kena cukai dilaksanakan 





tempat penjualan eceran, dengan memeriksa fisik barang 
secara keseluruhan berdasarkan dokumen cukai atau dokumen 
barang lainnya, yang meliputi : 
a. jumlah dan jenis kemasan dan/atau barang; 
b. harga jual eceran dan tarif cukai;  
c. keaslian pita cukai. 
5) Penegahan 
          Penegahan dilaksanakan terhadap sarana pengangkut 
dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran. 
Penegahan terhadap sarana pengangkut dilaksanakan dengan 
mencegah untuk melanjutkan perjalanan sarana pengangkut 
yang memuat barang kena cukai. 
6) Penyegelan 
          Penyegelan dilakukan dalam rangka pengamanan terhadap 
barang yang belum diselesaikan kewajiban cukainya. 
7) Surat Bukti Penindakan 
          Atas pelaksanaan penindakan, maka diterbitkan Surat Bukti 
Penindakan (SBP) dan diserahkan kepada pemilik atau pihak 







8) Penyebaran Segera Informasi Hasil Penindakan 
          Atas hasil penindakan yang telah dilaksanakan, Unit 
Penindakan segera menyampaikan kepada Subdit Intelijen 
dengan menggunakan Informasi Penindakan (IP) yang 
ditembuskan kepada Subdit Penindakan, untuk digunakan 
sebagai masukan atau referensi dalam rangka pengolahan 
informasi. 
9) Penentuan Hasil Penindakan 
          Setelah seluruh tahapan penindakan selesai, dilaksanakan 
pembuatan Laporan Tugas Penindakan (LTP) dan dilakukan 
Analisa Hasil Penindakan dalam waktu paling lama 14x24 jam 
sejak dilakukan penindakan untuk dugaan pelanggaran cukai. 
10)  Penangaan Barang Hasil Penindakan 
          Serah terima baarang hasil penindakan dari unit penindakan 
atau dari instasi lain yang telah dlakukan pencacahan 
kemudian dibuat berita acara yang memuat keterangan 
meliputi masing-masing pihak yang melakukan serah terima 
dan barang hasil penindakan yang diserahterimakan. Dan 
barang hasil penindakan disimpan di gudang, lapangan, atau 







11)  Penanganan Pelaku/Tersangka 
          Dalam hasil pemeriksaan terhadap pelaku diperoleh bukti 
permulaan yang cukup diduga melakukan pelanggaran pidana, 
pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan surat panggilan 
sebagai tersangka, surat perintah penangkapan tersangka, berita 
acara pengalihan status dari saksi menjadi tersangka.  
b. Operasi Pasar 
          Operasi pasar adalah salah satu bentuk pengawasan yang 
ditugaskan oleh kepala KPPBC TMP C Tegal kepada bagian P2 
(Penindakan dan Penyidikan) yang dilakukan secara berkala. 
Adapun prosedur operasi pasar yaitu : 
- Petugas mendatangi kios/toko yang terdapat berbagai macam-
macam rokok untuk dijual. 
- Petugas memeriksa pita cukai dalam bungkus rokok. 
- Jika terdapat pita cukai palsu atau tanpa pita cukai, maka 
barang akan ditarik dan didata oleh petugas. 
- Pemilik toko/kios akan diberikan pemahaman terkait peredaran 
rokok ilegal dan perundang-undangannya serta sanksi 
hukumnya. 
Dari hasil patroli darat dan operasi pasar, Bea Cukai Tegal 
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1.200  20 24.000  Polos 24.000 
    
24.480.000  
Total 4110 160 82.200    82.420 84.068.400  
 
(Sumber : Bea Cukai Tegal) 
 
Pada tabel 3.1 terdapat 4110 bungkus rokok dari berbagai merk dan 
diidentifikasi tanpa pita cukai yang total nilai barangnya mencapai Rp. 
84.068.000,-. Dengan ini KPPBC TMP C Tegal selalu mengupayakan dan 
meningkatkan pengawasan di wilayah kerja KPPBC TMP C Tegal untuk 
menyelamatkan kerugian negara. 
2. Faktor-faktor Penghambat dalam Pengawasan Terhadap Rokok Tanpa 
Pita Cukai di KPPBC TMP C Tegal 
          Memiliki   tugas   sebagai   kantor yang   harus   mengawasi   dan melakukan 





oleh KPPBC TMP C Tegal  Peneliti  menemukan  beberapa  kendala  yang  
dihadapi  oleh  KPPBC  dalam pelaksanaan pengawasan cukai : 
1) Wilayah Geografis  sangat luas 
          Seperti  yang  diketahui  Wilayah  kerja  KPPBC  mencakupi  7  wilayah  
kerja yang tersebar di Karisidenan Pekalongan, antara lain Kabupaten 
Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten 
Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sedangkan   KPPBC  
Tipe  Madya   Pabean C Tegal  berada  di   Kota  Tegal, sehingga dalam 
melakukan penindakan kurang efisien waktu. 
(Hasil Wawancara dengan Wendri Lestianto selaku Seksi Penindakan dan Penyidikan 
KPPBC TMP C Tegal pada hari Rabu, 20 Februari 2020) 
2) Terbatasnya SDM 
          Jumlah  dari  anggota  penindakan  dan  penyidikan yang kurang  dari  20  
orang sedangkan  letak  geografis  wilayah kerja  nya  letaknya  berjauhan  
sehingga  kurang optimal   dalam   melakukan   penindakan   jika   terjadi   
pelanggaran.Untuk   anggota penindakan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe 
Madya Pabean C Tegal hanya ada 12 orang sedangkan di dalam tim 
penyidikan hanya 2 orang yang ditetapkan sebagai penyidik. Karena 
pegawai yang ditetapakan sebagai penyidik harus mempunyai sertifikasi. 
(Hasil Wawancara dengan Wendri Lestanto selaku Seksi Penindakan dan Penyidikan 









3) Perlawanan dari masyarakat 
          Karena  banyak  masyarakat  yang  menggantungkan  diri  dengan  rokok,  
rokok menjadi  sumber  penghidupan  untuk  mereka.  Namun  banyak  
masyarakat  yang salah kaprah dan memilih bekerja dengan pengusaha 
rokok illegal. Masyarakat ini banyak  yang  buta  akan aturan  hukum  dan  
Undang-undang  cukai  yang  harus melalui  tahapan-tahapan  tertentu. 
“Rokok itu sebenarnya kan bisa dibilang industri masyarakat. Pada saat 
dikenakan cukai dan mereka kalah bersaing dengan rokok yang lain 
akhirnya mereka mencoba melakukan pelanggaran tanpa membayar cukai, 
sebisa mungkin dia menghindari. Karena itu usaha masyarakat kenadala nya 
itu masyarakat bukan pengusaha, banyak masyarakt yang melawan pada 
saat kita melakukan penindakan masyarakat sering melawan kita. Pada saat 
kita melakukan penindakan tidak  jarang  masyarakat pembela perusahaan 
untuk melawan kita”. (Hasil Wawancara dengan Wendri Lestianto selaku 
Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Tegal pada hari Kamis, 
20 Februari 2020) 
3. Upaya-upaya Mengatasi Faktor-faktor Penghambat dalam Pengawasan 
Terhadap Rokok Tanpa Pita Cukai di KPPBC TMP C Tegal 
a. Sosialisasi Pencegahan 
          Selain adanya pengawasan dibidang administrasi maupun fisik, 
KPPBC juga melakukan sosialisasi kepada berbagai kalangan untuk 





pelanggaran cukai. Bentuk kegiatan tersebut ditujukan  untuk  
pengguna  jasa,  atau  masyarakat  yang  bersinggungan  langsung 
dengan barang kena cukai dalam hal ini fokus pada hasil tembakau 
sebagai salah satu aset penerimaan negara. 
b. Upaya lanjutan yang dilakukan oleh dinas instansi terkait terhadap 
upaya mengatasi permasalahan terkait pengawasan terhadap rokok 
tanpa pita cukai adalah melalui evaluasi langsung dilapangan. Adapun 
kegiatan evaluasi langsung dilapangan diantaranya melalui kegiatan 
sebagai berikut: 
1) Pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pengusaha pabrik. 
2) Pemantauan harga transaksi pasar 
3) Monitoring  pelaporan  produksi  barang kena cukai yang selesai 
dibuat. 
(Hasil Wawancara dengan Wendri Lestianto selaku Seksi Penindakan dan Penyidikan 






KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Bentuk pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang 
dilakukan oleh KPPBC TMP C Tegal adalah melalui patroli darat 
dan operasi pasar, selain itu pengawasan terhadap peredaran rokok 
ilegal juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, 
sedangkan penegakan hukumnya melalui penindakan dan penyidikan 
(P2) dalam melakukan penindakan dan penegakan peraturan 
terhadap rokok tanpa pita cukai. 
2. Faktor yang dapat menghambat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
dan dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan 
peredaran rokok tannpa pita cukai adalah masih kurangnya 
kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal, masih lemahnya 
pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, 
masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi 
rokok illegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih 
lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, dan 






          Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah 
diuraikan diatas, terdapat saran yang diajukanpenulis sebagai bahan 
masukan sebagai berikut: 
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok tanpa pita 
cukai yang disertai dengan lemahnya aturan atau regulasiterhadap 
peredaran rokok ilegal. Sebaiknya masyarakat di beri pemahaman 
akan bahaya rokok ilegal sehingga masyarakat mengerti 
mengkonsumsi rokok ilegal selain menggangu kesehatan dapat juga 
merugikan negara. Pemerintah dan Bea Cukai Pabean B Bandar 
Lampung dalam menjalankan tugasnya (mengawasi peredaran rokok 
ilegal) harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan 
memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggaraturan. 
2. Kurangnya tenaga penyidik dari sektor Bea dan Cukai Sebaiknya 
kantor Bea Cukai merekrut anggota baru khususnya untuk bekerja di 
bidang penyidik sesuai dengan kriteria yang ada dengan tujuan untuk 
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  Lampiran 1 
 
DAFTAR PEMERIKSAAN KESIAPAN PATROLI DARAT 
 
Kendaraan Patroli                                   :    ………………………………… (2) 
.........……………………………. Komandan Patroli                                   :    
………………………………... (3) ……………………………………. Dasar Patroli                                           
:    ………………………………….(4) ……………………………………. Tanggal Pemeriksaan                             
:    ………………………………….(5) ……………………………………. Jumlah personel                                      
:    ………………………………….(6) ……………………………………. Wilayah Patroli                                       
:    ………………………………….(7) ……………………………………. 








SIAP BELUM SIAP 
I.         Kesiapan Anggota Satuan Tugas Patroli 
 Anggota sudah diatas Kendaraan Patroli (9) (9) 
 Pemeriksaan kesehatan anggota (9) (9) 
 Pemberian pengarahan patroli (9) (9) 
 Lain – lain (9) (9) 
II.        Kelengkapan Administrasi 
 Surat Perintah Patroli (9) (9) 
 Berita Acara Pemeriksaan (9) (9) 
 Berita Acara Pemeriksaan Badan (9) (9) 
 Surat Bukti Penindakan (9) (9) 
 Berita Acara Penyegelan (9) (9) 
 Berita     Acara     Penolakan     Tanda     Tangan     Surat     Bukti 
Penindakan/Berkas Penindakan 
(9) (9) 
 Berita  Acara  Penolakan  tanda  Tangan  terhadap  Berita  Acara 
Penolakan Tanda Tangan 
(9) (9) 
 Berita Acara Penggunaan Senjata Api (9) (9) 
 Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut dan/atau Barang (9) (9) 
 Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut dan/atau Barang (9) (9) 
 Surat Pernyataan Bersedia diperiksa dan Kebenaran Muatan Sarana 
Pengangkut 
(9) (9) 
 Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan (9) (9) 
III.      Senjata Api Dinas dan Alat Pengamanan Lainnya 
 Surat Izin Penggunaan Senjata Api Dinas (9) (9) 
 Pengamanan Senjata Api Dinas (9) (9) 
 Kesesuaian  Jumlah,  Jenis,  dan  Pemegang  Senjata  Api  Dinas 
beserta amunisinya 
(9) (9) 
 Borgol atau alat lain untuk mengamankan pelaku (9) (9) 
IV.      Kelengkapan Alat Pemeriksaan dan Penyegelan 
 Segel (kertas, kawat, timah, customs line,dll) (9) (9) 
 Tang segel (9) (9) 
 Alat tulis kantor (9) (9) 
 Alat Deteksi Pita Cukai (9) (9) 


























SURAT BUKTI PENINDAKAN 
Nomor : SBP - …………(2)……………… 
 
1. Dasar :  Surat Perintah No…………(3)……………. tanggal ………………(4)…………………. 
 
2. Perintah yang dilaksanakan : 
a. Penegahan / penyegelan sarana pengangkut dan / atau barang diatasnya. 
b. Penghentian Pembongkaran. 
c. Pemeriksaan barang dan / atau surat / dokumen yang berkaitan dengan barang. 
 
 
3. Uraian Objek Penindakan : 
A. Sarana Pengangkut 




 Bendera                                                                   : 
No. Register                                                            : 
No. Voy                                                                  : 
Kapasitas Muatan (GT)                                          : 
Merk / Kapasitas Mesin                                          : 







 Awak kapal                                                             : …………………………(12)……………………….......... 
B. Barang  
 Jenis Kemasan                                                        : 
Jumlah Kemasan                                                     : 
Jenis Barang                                                            : 
Jumlah Barang                                                        : 
Pemilik Barang/Importir/Eksportir                         : 









4. Uraian Penindakan                         : ……………………………(19)………………………………………………. 
 
5. Alasan Penindakan                         : ……………………………(20)………………………………………………. 
 
6. Dugaan Pelanggaran        : Pasal……(21)…... Undang- Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. 
 
7. Tindakan yang dilakukan : 
Diizinkan meneruskan perjalanan / pemeriksaan dihentikan / diserahkan ke Kantor Pabean terdekat / diserahkan ke 
Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun / diserahkan kepada penyidik. 
Nomor / Tanggal Berita Acara Serah Terima : ……………(22)………...….…. Terlampir………(23)…………. 
 
8. Waktu Penindakan : 
Dimulai tanggal                              : ……………(24)……………. Pukul ……….(25)………… WIB 
Berakhir tanggal                             : ……………(26)……………..Pukul ……….(27)………….WIB 
 






Tempat dan tanggal penindakan : ………….(29)………… 
 


























BERITA ACARA SERAH TERIMA 
HASIL PENINDAKAN SEGERA 
Nomor: BA- ….(1)…./……/20….. 
 
 
Pada hari ini ……(2)........ tanggal ……(3)…… bulan ……(4)........ tahun …..(5)…., 
bertempat di ……(6).…., berdasarkan Pasal 62 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 




Nama / NIP      :    ......................(9).......................... 




Nama / NIP      :    ......................(11)........................ 




Hasil penindakan segera terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita 
Acara ini, sebagai berikut: 
a.   Surat Bukti Penindakan Nomor: ....(13).… tanggal …..(14)..…. 
b.   Berkas Penindakan 
1. …(15)… 
2. ……...... 
3. …......… dst 
c.   Barang Hasil Penindakan 
1. …(16)... 
2. …......... 







































LAPORAN TUGAS PENINDAKAN (LTP) 
Nomor : …………(1)……….. / kode kantor/tahun 
 
 
1     Surat perintah            No     :    ……………(2)………….      Tgl       :    …………..(3)…………… 
 
2     Kategori penindakan : 
…………………………………………………(4)…………………………………………………… 
 
3     Uraian penindakan           : 
…………………………………………………(5)…………………………………………………… 
 
4 Locus                                      : ………………(6)…..  
5 Tempus                                   : ………………(7)...... 
6 Jam                                         : ……………....(8)...... 
7 Rincian penindakan :  
 A      Terhadap sarkut 






:     .............(10) 
 Ukuran kontainer          : …………….…(11)…… Ukuran :   ………(12) 









 Jumlah                           : 











 Umur                             : 
Jenis kelamin                : 
Alamat             : 






8 Surat Bukti Penindakan  
 Nomor                                     : ……………………….(22) Tanggal :    …………(23)…… 
9 Diberikan kepada :    
 Nama                                       : ……………………(24)…… Selaku :    …………(25)…… 
Alamat                                     :    ……………………………………………………(26)…………… 
Tanggal                                   :    ……………………(27)……       Jam           :    …………(28)…… 
 
10 Penindakan dilaporkan kepada :    …………………………………………(29)…………… 










NIP.       ….(38)… 
 
 








LEMBAR PENENTUAN HASIL PENINDAKAN (LPHP) 
 
 
A      LTP nomor                   :    ………………(2)……    Tanggal         :    ……………………(3)……… 
 
B       Kategori penindakan   : 
………………………………………(4)…….……………………………………………… 
 
C       Uraian penindakan      : 
………………………………………(5)…….……………………………………………… 
 
D      Rincian penindakan     : 
 
1 Terhadap sarkut 
Jenis                         : 
Nomor kontainer     : 
Keterangan              : 
 
 
.................(6)...............       No. Pol/Voy/Flight         :      ………(7).… 










 Jumlah                     : 











 Umur                        : 








E       Surat Bukti Penindakan : 
………………………………………(19)…….……………………………………………… 
 


































LAPORAN PELANGGARAN (LP) 
Nomor : ……………(2) /kode kantor/tahun 
  
 
1. LTP Nomor           : ………………(3)…… Tanggal               : ………………(4).………… 
2. LPHP Nomor           : ………………(5)…… Tanggal               : ………………(6)………… 
3. SBP Nomor           : ………………(7)…… Tanggal               : ………………(8)………… 
 
4.    Uraian penindakan : 
……………………………………………….(9)……………………………………………………….. 
 
5.    Kategori penindakan : 
……………………………………………….(10)………………………………………………………. 
 
6.    Uraian pelanggaran : 
 
-   Jenis pelanggaran               :    ……………(11)……   Pasal              :    ………………(12)……… 
-   Uraian modus                     :    ……………………………………………(13)…………………… 
- Locus                                 :    ……………(14)……   Tempus          :    ………………(15)…..… 
Jam :    ………………(16).…… 
 
-   Diduga dilakukan oleh : 
 
Nama             :    ………………………………(17)……………………………………… 
Umur             :    ……………..(18)………     Jenis kelamin              :    ………………(19)……… 
Alamat           :    ……………………………………………………(20)…………………………… 
 
7.    Barang hasil penindakan 
 
-   Komoditi               :    …………………………………………………(21).……………………… 
-   Jumlah                   :    …………………………………………………(22).……………………… 
-   Keterangan            :    …………………………………………………(23).……………………… 
 




















LEMBAR PENERIMAAN PERKARA (LPP) 






A. Asal Perkara : …………..(7)……………… 
B. Jenis Penindakan : …………..(8)……………… 
C. Jenis perkara : …………..(9)……………..,, 
D. Status Penangkapan : …………..(10)…………….. 
E. Uraian Pelanggaran  
1. Jenis Pelanggaran/Pasal          : …………..(11)…………….. / …………..(12)…………….. 
2. Modus Operandi                     : …………..(13)…………….. 
3. Lokasi 
a. tempat                                  : …………..(14)…………….. 
b. tanggal dan waktu               : …………..(15)…………….. 
4. Pelaku Pelanggaran 
a. Nama                                   : …………..(16)...………….. 
b. Umur                                   : …………..(17)...………….. 
c. Jenis kelamin                      : …………..(18)...………….. 
d. Alamat                                : …………..(19)...………….. 
F.   Barang Hasil Penindakan 
1. Komoditi : …………..(20)...………….. 
2. Jumlah Koli/jenis kolli : …………..(21)...………….. 
3.   Pengangkut / Nopol-voy-flight: …………..(22)...…………. / …………...(23)...………….. 
4. No Container / ukuran : …………..(24)...………….. 




G.  Dokumen Barang                           : …………..(26)...………….. 
 
 































NIP.       ….(40)
65 
 
 
 
 
